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ABSTRAK

Asas perkawinan Islam adalah monogami terbuka, yaitu seorang suami
hanya memiliki satu orang isteri dalam satu masa. Akan tetapi pada kondisi
tertentu (darurat), seorang suami diperbolehkan melakukan poligami. Jika
diibaratkan sebuah pintu, maka poligami merupakan pintu darurat yang hanya
boleh dibuka ketika keadaan sudah darurat.

Poligami telah diatur dalam perundang-undangan. Orang Islam yang ingin
berpoligami harus mendapatkan izin dahulu dari pengadilan agama yang
berwenang. Jika tidak mendapatkan izin maka perkawinan tersebut tidak memiliki
kekuatan hukum.

Pengadilan Agama Yogyakarta, pada bulan Januari 2010 telah
mengabulkan permohonan izin poligami Nomor 0006/Pdt.G/2010/PA.Y K. Alasan
yang digjukan pemohon di dalam surat permohonan izin poligami, adalah
termohon (isteri) sering menolak jika digjak pemohon berhubungan badan dan
termohon tidak patuh kepada suami diantaranya termohon tidak mau membuatkan
makanan dan suka ngerumpi. Alasan poligami yang digukan pemohon tersebut
belum diatur secara jelas dalam perundang-undangan. Menurut Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat 2, alasan diijinkannya
poligami antara lain a) isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; b)
isteri mendapat cacat badan atau sakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c) isteri
tidak dapat melahirkan keturunan. Sehingga pokok masalah yang menarik untuk
diteliti adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan
permohonan izin poligami Nomor 0006/Pdt.G/PA.Yk dan bagaimanakah
pandangan hukum Islam terhadap putusan Nomor 0006/Pdt.G/2010/PA.Y k?

Metode yang dipakai adalah induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal
yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum. Sumber data utama adalah
putusan Pengadilan Agama Y ogyakarta Nomor 0006/Pdt.G/2010/PA.Yk. tentang
permohonan izin poligami. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
normatif-yuridis, yatu pendekatan dengan melihat persoalan apakah sesuai
dengan norma pada masyarakat berdasar hukum Islam dan perundang-undangan
yang ada.

Pertimbangan ~ hakim  daam  memutuskan  perkara  Nomor
0006/Pdt.G/2010/PA.Y k. adalah: isteri yang sering menolak ketika digak suami
berhubungan badan sedangkan dirinya dalam keadaan sehat dapat dikatakan isteri
tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Sehingga aasan pemohon sesuai dengan
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) huruf (a). Selain itu
hakim juga mempertimbangkan, jika tidak diberikan izin poligami, pemohon
dikhawatirkan akan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama misalnya zina.
hal ini didasarkan pada kaidah fighiyah bahwa mencegah kerusakan lebih
diutamakan dari pada mendahulukan kamaslahatan.

Isteri yang tidak menjalankan kewagjibannya dapat dikatakan nusyuz.
Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilas Hukum Islam Pasa 84 ayat (1).
Berdasarkan uraian diatas, dapat dismpulkan bahwa nusyuz dapat dijadikan
alasan poligami.

Kata kunci: nusyuz, izin poligami
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranditeras huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipaka dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat K eputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987
dan 0543b/U/1987

.  Konsonan Tunggal

Huruf Arab  Nama Huruf latin Keterangan

tidak dilambangkan
be
te
es (dengan titik di atas)
je
ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha
de
zet (dengan titik di atas)
er
zet
es
esdan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
komaterbalik di atas
ge
ef
qi
ka
d
‘em
‘en
w
ha
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hamzah apostrof
ya’ ye

[I.  Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

ditulis
ditulis
[11. Ta marbutah di akhir kata
1. Biladimatikan ditulis h
ditulis
ditulis

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuai bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Biladiikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan keduaitu terpisah, maka
ditulis dengan h.

ditulis

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah
ditulist atau h.

ditulis

V. Vokal Pendek

| I

Fathah
Fa‘ala
kasrah i
zukira
dammah -
yazhabu




V. Vokal Panjang

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

VI. Vokal Rangkap

1
2

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan
dengan apostr of

ditulis
ditulis
ditulis

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

ditulis
ditulis
ditulis
Ditulis

1. Biladiikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

ditulis

2. Biladiikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.



ditulis
ditulis

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ditulis
ditulis
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Ikatan pernikahan adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan
manusia, baik perseorangan ataupun kelompok. Dengan jalan perkawinan
yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai
dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kehormatan.
Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan
penuh rasa kasih sayang antara suami istri, oleh karena itu Islam mengatur
masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat
manusia menuju kehidupan yang terhormat.*

Perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan didefinisikan sebagal “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan sebagal suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Y ang Maha Esa.”? Pendefinisian tersebut sejalan dengan firman Allah:

5390 iy Jra 5 Leal) | il Lal 5 3 Sl (e oS1 G318 (f Alle (g
3,09 88 a8l Y @) A7) dea

Perkawinan yang disyariatkan agama Islam mempunyai tujuan yang

!Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Y ogyakarta: Perpustakaan Fakultas
Hukum UlI, 1995), him.1.

2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

% Ar-Rum (30): 21



mulia bagi umat manusia. Dari pemahaman beberapa nas tentang perkawinan
diketahui beberapa tujuan perkawinan. Di antara tujuan itu adalah (1) supaya
pasangan memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang
(sakinah, mawadah wa rahmah) sebagal tujuan pokok perkawinan, sedangkan
tujuan yang lain adalah (2) untuk penerusan generasi (regeneras), (3)
pemenuhan kebutuhan biologis pasangan, (4) menjaga kehormatan dan (5)
tujuan ibadah.

Perkawinan Islam lebih cenderung mempunyai asas monogami, yaitu
Seorang suami mempunyai seorang istri pada satu masa atau waktu. Meskipun
demikian, asas monogami dalam perkawinan tidak berlaku mutlak. Pada
keadaan tertentu dan dengan syarat tertentu seorang suami diperbolehkan
mel akukan poligami yaitu memiliki istri lebih dari seorang dalam satu waktu.

Poligami dilakukan untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan
rumah tangga antara suami isteri. Poligami dalam Islam merupakan alternatif
terakhir dalam menyelesaikan suatu persoalan. Kaau diibaratkan sebuah
pintu, maka poligami merupakan pintu darurat yang boleh dibuka pada saat
yang genting atau mendesak. Karena itu, poligami diperketat kebolehannya
oleh syariat Islam dan undang-undang. Sebagaimana dijelaskan dalam firman

Allah:

i) slaas W Qia (el 5 Gl 5 e elul) e oS LU Lo | gaSSild

“Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 (Yogyakartaz ACAdeMIA+
TAZZAFA, 2004), him.38.
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Persoalan poligami di Indonesia, telah diatur dalam undang-undang
perkawinan. Seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, makaia
harus menggjukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama
setempat.® Apabila perkawinan poligami belum mendapatkan izin pengadilan
maka tidak memiliki kekuatan hukum.’

Terkait dengan pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama,
pada bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Y ogyakarta telah mengabulkan
permohonan izin poligami Nomor 0006/Pdt.G/2010/PA.Yk. Dalam surat
permohonan izin poligami, aasan yang diajukan pemohon adal ah @) termohon
sering menolak dan menunda-nunda melakukan hubungan badan ketika
diminta oleh pemohon dan b) termohon tidak patuh kepada pemohon
diantaranya termohon menolak membuatkan makanan dan sering ngerumpi di
rumah tetangga sehingga meninggalkan anak-anak di rumah. Alasan yang
digiukan pemohon tersebut belum diatur secara jelas dalam perundang-
undangan. Adatiga adasan poligami yang terdapat dalam Undang-undang No.
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: (1). istri tidak dapat menjalankan
kewajiban sebagai istri, (2). isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang
tidak dapat disembuhkan dan (3). isteri tidak dapat melahirkan keturunan.®

Karena alasan yang digjukan oleh pemohon belum diatur dalam perundang-

® An-Nisz' (4):3

® Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2)
" Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (3).

8 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2)



undangan yang mengatur poligami, dan hakim mengabulkan permohonan izin
poligami yang digjukan pemohon, maka hal ini menarik untuk diteliti.

Kewajiban utama seorang isteri adalah berbakti lahir batin kepada
suami sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat
(2) yaitu “kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin
kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.” Salah
satu kewajiban isteri adalah melayani kebutuhan batin suami yaitu hubungan
biologis. Dalam perkara Nomor 0006/Pdt.G/2010/PA.Yk termohon (isteri)
sering menolak ketika digjak pemohon (suami) berhubungan badan. Dalam
ha ini termohon (isteri) dapat dikatakan tidak menjalankan kewajibannya
sebagal isteri. Sehingga isteri dapat disebut nusyuz terhadap suami.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilass Hukum Islam, “isteri dapat
dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan aasan yang
sah.”®

Menurut Wahbah az-Zuhaili seorang guru besar llmu Figih dan Usul
Figh, ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya
dipatuhi dan atau rasa benci terhadap pasangannya dapat dikatakan
melakukan nusyuz'® Ahmad Azhar Basyir mengakatan bahwa,

pembangkangan terhadap kewajiban-kewgjiban dalam hidup perkawinan

° Ibid., Pasal 84 ayat (1)

1 Dewan Redaksi Insiklopedi Indonesia, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ikhtiar Baru
Van Hoeve, 1993), 1V: 1353.



disebut nusyiz'* Hal serupa juga dikemukakan oleh Moch.Anwar,* dan
Sayuthi Talib.™?

Penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Agama
Y ogyakarta, karena Pengadilan Agama Y ogyakarta merupakan |lembaga yang
berwenang menangani pemberian izin poligami di tingkat pertama. Di
samping itu, Pengadilan Agama Yogyakarta telah mengeluarkan putusan
Nomor 0006/Pdt.G/2010/PA.Yk yang isinya memberikan izin poligami

karenaisteri menolak digjak berhubungan badan (nusyuz).

. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Y ogyakarta dalam menyel esaikan perkara Nomor
0006/Pdt.G/2010/PA.Yk tentang permohonan izin poligami karena isteri
nusyiiz ?

2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap putusan majelis hakim

Pengadilan Agama Y ogyakarta Nomor 0006/Pdt.G/2010/PA.Yk tentang

1 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, him. 88

2 Moch Anwar, Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan
Pengadilan Agama, (Bandung: Diponegoro,1992), him. 71.

13 sayuti Talib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 77.



pemberian izin poligami karenaisteri nusyuz ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

a.

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hukum Magjelis
Hakim Pengadilan Agama Y ogyakarta dalam menyelesaikan perkara
Nomor 0006/Pdt.G/2010/PA.Yk tentang pemberian izin poligami
karenaisteri nusyuz.

Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap putusan majelis
hakim Pengadilan Agama Y ogyakarta Nomor
0006/Pdt.G/2010/PA.Yk tentang pemberian izin poligami karena

isteri nusyuz.

2. Kegunaan

a.

Skripsi ini dihargpkan dapat memberikan penilaian terhadap
pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah
memutuskan perkara Nomor  0006/Pdt.G/2010/PA.Yk tentang
pemberian izin poligami karenaisteri nusyuz.

Skripsi ini  diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang
pandangan hukum Islam terhadap putusan magjelis hakim Pengadilan
Agama Y ogyakarta perkara Nomor 0006/Pdt.G/2010/PA.Yk tentang

pemberian izin poligami karenaisteri nusyuz.



D. Telaah Pustaka

Telash pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang penelitian yang sgenis,
sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dan juga untuk
memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian.

Setelah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karyailmiah
yang ada, baik berupa buku-buku dan skripsi yang terkait dengan pembahasan
tentang poligami maka peneliti dapatkan :

Karya ilmiah Khoiruddin Nasution yang berjudul Riba dan Poligami,
Sebuah studi Atas Pemikiran Muhammad ‘ Abduh, tulisan ini dulunya adalah
tesis yang telah dirombak kembali yang kemudian diterbitkan dalam bentuk
buku. Dalam buku ini Khoiruddin memaparkan tentang konsep poligami yang
lebih terfokus pada pandangan Muhammad Abduh dan para ulama
kontemporer lainnya. Sebelumnya Khoiruddin menjelaskan juga pandangan
poligami menurut para mufassir dan fugaha (ulama klasik) sebagai bahan
pertimbangan. Muhammad Abduh dan ulama kontemporer lainnya
memperketat kebolehan poligami. bahkan ada di antara mereka yang
mengharamkannya, meskipun dibalik keharamannya tersebut masih diserta
dengan kondisi yang masih memberikan kemungkinan untuk melakukannya.

Setidaknya ada tiga aasan kenapa para pemikir kontemporer
berussha membatasi atau bahkan menghapuskan poligami. Pertama,
kebolehan mempunyai isteri lebih dari satu, sebagaimana disebutkan dalam

Al-Qur'an, disertai dengan syarat yang tidak mungkin dapat dilakukan



manusia. berupa berbuat adil terhadap para isteri. Kedua, berdasarkan pada
kontekstualitas sgjarah di masa Nabi dan sahabat, pelaksanaan poligami
hanyalah pengecualian dari ketentuan umum, monogami. Pengecualian
tersebut terjadi disebabkan oleh adanya keadaan tertentu, yaitu ketika terjadi
perang dan banyak anak yatim yang ditinggal orang tuanya. Ketiga, poligami
sangat tergantung pada kondisi dan kemajuan berfikir suatu masyarakat.
Skripsi yang berjudul “Menopause sebagai Alasan Poligami.”*
Skripsi tersebut membahas mengenai perubahan fungsi seksual wanita yang
mengalami menopause akan berpengaruh pada hubungan seksual suami istri.
Padahal hubungan seksual suami istri adalah suatu hubungan yang memiliki
peranan penting dalam menciptakan kebahagiaan keluarga. Dalam perkara ini
Pengadilan Agama Sleman memberikan izin kepada suami untuk melakukan
poligami karena aasan yang digukan telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan. Y aitu Undang-undang
No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasa 4 ayat (2) jo Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 Huruf a dan telah memenuhi
syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal

41 huruf b,c dan d.

1 Evi Puspita Sari, “Menopause sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan
pengadilan Agama Sleman 1999-2000)”, skripsi sarjana Fakultas Syari’ah IAIN Sunan
Kalijaga Y ogyakarta,1999.



Skripsi yang berjudul “Perizinan Poligami karena Isteri Menderita
Epileps.”® Skrips tersebut menjelaskan bahwa penyakit epilepsi yang
diderita oleh isteri dapat menjadi alasan dikabulkannya izin poligami oleh
pengadilan agama. Putusan hakim tersebut sudah sesua dengan Undang-
undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 ayat (2) jo Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan
undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf a dan telah memenunhi
syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan Pasal 5 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pel aksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal
41 huruf b,c dan d.

Skripsi yang berjudul “Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya
dalam Putusan Perkara”®® Disebutkan beberapa aasan poligami di PA
Y ogyakarta Tahun 1999-2001 diantaranya adalah isteri sakit-sakitan sehingga
tidak dapat melayani suami, isteri tidak dapat melahirkan keturunan, isteri
terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan, mantan isteri ingin kembali
kepada suaminya, saling mencintai dan calon isteri mau membantu mencari
nafkah, telah terjalin cinta dan kasih, sudah nikah sirri dan berniat
meresmikannya secara hukum nasional, amar ma ruf nahi mungkar.

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah (1) Alasan-alasan

> 5ri Widodo, “Perizinan Poligami karena Isteri Menderita Epilepsi (Studi Analisis
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang 1991-1995)”, skrips sarjana Fakultas
Syari’ah |AIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta, 1997

18 Nur Sholihah, “Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara
(Studi  Kasus di Pengadilan Agama Y ogyakarta tahun 1999-2001)", skripsi sarjana Fakultas
Syari’ah |AIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta, 2002.
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yang terdapat dalam perkara permohonan izin poligami bermacam-macam.
Dari alasan-alasan tersebut tidak semua alasannya bisa dikategorikan dalam
keadaan darurat. Oleh karena itu para Hakim di Pengadilan Agama
Y ogyakarta harus betul-betul memeriksa dam membuktikan kebenaran dari
alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami-suami yang hendak berpoligami.
(2) Hakim dalam memberikan atau menolak izin poligami dengan pemakaian
dasar dan pertimbangan hukumnya tidak semuanya sesuai dengan ketentuan
dalam undang-undang maupun hukum Islam.

Berdasarkan pemaparan karya-karya ilmiah di atas, ada beberapa
perbedaan yang memberikan ruang kepada penyusun untuk melakukan
penelitian. Di dalam karya ilmiah Riba dan Poligami, Sebuah studi Atas
Pemikiran Muhammad ‘ Abduh, perbedaan karya tercebut dengan skripsi ini
terletak pada obyek kajiannya. Obyek kajian Riba dan Poligami, Sebuah studi
Atas Pemikiran Muhammad ‘Abduh adalah pemikiran seorang tokoh yaitu
Muhammad Abduh tentang riba dan poligami sedangkan obyek kajian yang
akan dibahas pada skripsi ini adalah putusan Pengadilan Agama Y ogyakarta.
Karena perbedaan obyek kajian, tentu akan berbeda dalam pencapaian
hasilnya. Sedangkan karya ilmiah yang berjudul “Menopause sebagai Alasan
Poligami,” “Perizinan Poligami karena Isteri Menderita Epilepsi.” dan

“Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara.” Memiliki
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persamaan obyek kgian yaitu putusan Pengadilan Agama, walaupun

demikian alasan yang digjukan oleh pemohon berbeda selain itu hakim yang

memeriksa dan memutuskan juga berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut

tentunya masih memberi peluang untuk dilakukannya penelitian pemberian

izin poligami di Pengadilan Agama Y ogyakarta dengan alasan istri menolak

digjak berhubungan badan oleh suami (nusyuz).

. Kerangka Teoretik

Skripsi ini merupakan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan
Agama Yogyakarta nomor 0006/Pdt.G/2010/PA.Yk. Sebagaimana telah
diuraikan pada sub-bab latar balakang masalah, bahwa aasan poligami yang
digjukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Y ogyakarta belum diatur
secara jelas dalam perundang-undangan. Oleh karena itu bangunan pemikiran
dalam skripsi ini menggunakan teori penemuan hukum (rechtvinding) dengan
metode interpretasi hukum.

Teori penemuan hukum atau rechtvinding, yaitu proses pembentukan
hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk
penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Lebih
lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisas
dan individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan
mengingat akan peristiwa kongkret (das sein) tertentu. Y ang terpenting dalam

penemuan hukum adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukum
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untuk peristiwa kongkret.*’

Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretas atau penafsiran
merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan
gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam
undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.
Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada
pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenal peraturan hukum
terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran
aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.®

Dengan demikian, arti penafsiran sebagai kessimpulan dalam usaha
memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang
kurang jelas maksudnya, sehingga orang lain dapat memahaminya, atau
mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma
yang kabur (vage normen), antonomi hukum (konflik norma hukum), dan
ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan. Tujuannya tidak
lain adalah mencari serta menemukan sesuatu hal yang menjadi maksud para
pembuatnya. *°

Daam Undang-undang perkawinan, Poligami merupakan pintu
darurat yang hanya bisa ditempuh jika dipenuhi sgjumlah syarat yang diatur

daam Pasa 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang

" sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, cet. ke-3
(Yogyakarta: Liberty, 2004), him. 37.

8 sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), him. 13.

¥ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif,
cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 61-62.
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Perkawinan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana
tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, makaiawagjib
mengaj ukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggal nya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin
kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan kerutunan.
Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasa 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi
Syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

c. Adanya jaminan bahwa akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan
anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasa ini tidak
diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isteri tidak mungkin
dimintai persetujuan dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian, atau
apabilatidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian
dari Hakim Pengadilan.

Suami yang berpoligami juga memerlukan adanya izin dari
pengadilan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Kompilass Hukum
Islam (KHI) Pasal 56 yang menyatakan:

(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin
dari Pengadilan Agama.

(2) Penggjuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut
pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIIl Peraturan Pemeritah
No.9 Tahun 1975.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat
tanpaizin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sesungguhnya syari’at Islam tidak pernah menghalalkan sesuatu

yang membahayakan manusia. Oleh karena itu Allah SWT memperbolehkan
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poligami bagi orang yang membutuhkan, kemudian memberi syarat
hendaknya orang yang berpoligami dapat berbuat adil pada isterinya, tidak
khawatir akan berbuat dosa akibat poligami tersebut, dan tidak cenderung
kepada salah satu isterinya.®® Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur’ an

yang menjadi landasan pokok poligami:

Gl 5 e eluil) e o1 U e ) aSile il 3 ) shanii YT s ()

21 ) gl gai VT 50 Gl aSlay) Sla La gl Ban ) 58 ) ghawt VT S84 (lé )
Poligami dalam Islam disyaratkan pelakunya dapat berbuat adil antara

isteri-isterinya, bahwa disebutkan dalam surat An-Nisa’ (4) ayat 129 keadilan

tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang suami sebagai mana dalam firman

Allah SWT:
8 FONI S P PO T P TOS S RN P V| R PR B VS PP 5 W R
2 Lo 51 )sae GS A Qo) 580 5 ) palial ) 5 AalaallS La 5 )b
Menurut Quraish Shihab keadilan dalam cinta ada dua macam, yaitu
cinta yang lahir atas dorongan perasaan dan cinta yang lahir atas dorongan
akal. Yang tidak mungkin diwujudkan dalam poligami adalah keadilan dalam
cinta berdasarkan perasaan. Sedangkan cinta yang berdasarkan akal dapat

diusahakan manusia, yaitu memperlakukan isteri dengan baik, membiasakan

diri untuk menerima kekurangan-kekurangannya dan memandang semua

% yusuf Qardhawi, Ruang Lingkup Aktifitas Wanita Muslimah, alih bahasa M. Suri
Sudahri, cet ke-1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), him. 204.

2 An-Nisa’ (4):3

2 An-Nisa’ (4):129
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aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukan ataupun kebaikannya

sq'a23

Sesuai dengan hukum Islam, poligami dapat dilihat dari nilai
kemaslahatan, baik secara individual dan sosial. Jika poligami tidak
didasarkan pada aturan-aturan yang membatasinya dan syarat-Syarat tertentu,
maka akan menimbulkan kemadharatan yang akibatnya akan dirasakan oleh
keluargaitu sendiri dan bahkan oleh masyarakat di sekitarnya.

Berbicara mengenai hukum Islam makatidak lepas dari permasalahan
magasid al-syari’ah, dimana tujuan hukum Islan adalah mendatangkan
maslahat dan menghilangkan mafsadat.?* Sebagaimana tertuang dalam kaidah
fighiyah:

B ollad Qla e anie aulidl ¢ o

Dalam hal ini magasid al-syari’ah memiliki lima kepentingan yang

harus dilindungi agar kemaslahatan pada makhluk hidup bisa terwujud di

antaranya melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.?®

M etode Penelitian

1. JenisPendlitian.

% M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an,
cet ke-1 (Jakarta: Lentera Hati, 1996), him. 582.

2 yudian Wahyudi, Ushul Figh Versus Hermeneutika (Membaca Islam dari Kanada
dan Amerika), cet ke-3 (Y ogyakarta: Nawesea, 2006), him. 38.

% Abdul Hamid Hakim, al-Sullam (Jakarta: Sa’ adiyah Putra, t.t.), him. 60.

% Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Figh, cet ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), him.
134.
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Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah penelitan pustaka
(library research) yaitu untuk mendapatkan data/informas penelitian
dengan menelusuri bahan-bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan
penelitian pustaka karena data pokok yang digunakan adalah putusan
Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai pemberian izin poligami
karenaisteri nusyuz.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif?” analisis?®, yaitu memberikan uraian atau

gambaran dan menganalisis obyek penelitian yang dalam hal ini

putusan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai izin poligami
karenaisteri nusyuz.
3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah :

a. Pendekatan normatif,? yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan
mendasarkan pada hukum Islam. Berarti melakukan pemahaman
terhadap ketentuan nas maupun pandangan ulama mengenai poligami
dan nusyuz.

b. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti

dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan

# Deskriptif, yaitu penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan
menguraikan fakte-fakta. Lihat Suryono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. Ke-3
(Jakarta: Ull Press, 1986), him. 13.

% Analitis, yaitu bersifat fakta-fakta kondisional dari suatu peristiwa. Lihat Noeng
Muhgjir, Metode Penelitian Kualitatif (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2002), him.16.

% Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 1997),
him.42.
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yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah poligami.

Sumber Data.

Sumber data penelitian skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a.

Data primer: merupakan sumber data penelitian yang utama, yaitu
putusan Pengadilan Agama Y agyakarta Nomor
0006/Pdt.G/2010/PA.Yk tentang permohonan izin poligami karena
isteri nusyuz .

Data skunder: merupakan sumber data penunjang yang diperoleh dari
buku-buku terkait dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan
Agama Y ogyakarta yang berwewenang menangani dan memutuskan
perkara Nomor 0006/Pdt.G/2010/PA.Yk selain itu juga wawancara

dengan panitera Pengadilan Agama Y ogyakarta.

Teknik Pengumpulan Data.

Metode yang digunakan dalam pengumpul an data adal ah:

a.

Studi Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan mempelgari
data primer yang berupa putusan Pengadilan Agama Y ogyakarta
tentang permohonan izin poligami karenaisteri nusyuz.

Interview (wawancard) yaitu metode pengumpulan data dengan
menggunakan pedoman wawancara. Adapun pihak yang
diwawancara adalah hakim dan panitera Pengadilan Agama
Yogyakarta. Hakim sebagai pihak yang mempunya wewenang
memutuskan perkara yang digjukan. Dan panitera sebagai pihak yang

mengurus diprosesnya suatu perkara. Wawancara dilakukan untuk
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memperoleh gambaran yang jelas tentang perizinan poligami di
pengadilan dan upaya majlis hakim untuk menyelesaikan masalah
poligami karenaisteri nusyuz yang mungkin tidak terdapat pada data
primer. Sehingga dapat membantu proses analisis data.
6. AnaisisData
Data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dan dianalisis dengan
metode induktif dan deduktif. Metode induktif dipergunakan terhadap
berbagai data yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan secara
umum. Sedangkan metode deduktif dipergunakan untuk menelaah norma-
norma hukum yang terkandung dalam Pasal-Pasal atau nas-nas tertentu
yang bersifat umum untuk diterapkan dalam kasus konkrit yang bersifat

khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama, berisi
pendahuluan untuk mengatarkan pembahasan skrips secara menyeluruh dan
sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari
pokok masalah. Bab ini terdiri dari enam sub bab yang beris tentang latar
belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum seputar poligami dan
nusyuz. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang

berkenaan dengan pokok masalah penelitian. Bab ini terdiri dari dua sub bab.
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Sub bab pertama berbicara tentang poligami yang meliputi pengertian, dasar
hukum poligami,syarat-syarat poligami dan sub bab kedua berbicara tentang
nusyuz yang meliputi pengertian nusyuz, dasar hukum nusyuz, bentuk-bentuk
nusyuz dan dampak/akibat hukum nusyuz.

Bab ketiga, berbicara prosedur pengajuan dan penyelesaian perkara
izin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pembahasan ini
dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar dalam mempertgjam analisis.
Bab ini mencakup profil Pengadilan Agama Yogyakarta, kompetensi
pengadilan agama yogyakarta, Prosedur Pengajuan Permohonan Izin poligami
Nomor 0006/Pdt.G/2010/PA.Yk di Pengadilan Agama Y ogyakarta,
Penyel esaian Perkara Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Nusyuz Nomor
0006/2010/Pdt.G/PA.Yk., dan uraian putusan hakim Pengadilan Agama
Y ogyakarta terhadap perkara nomor 0006/Pdt.G/2010/PA.Y k.

Bab keempat, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap
pertimbangan dan putusan hakim pengadilan Agama Yogyakarta perkara
Nomor 0006/Pdt.G/2010/PA.Yk tentang perizinan poligami karena isteri
nusyuz. Bab ini terbagi atas dua sub-bab yaitu analisis hukum Islam terhadap
pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta perkara Nomor
0006/Pdt.G/2010/PA.Yk dan analisis hukum Islam terhadap putusan hakim
Pengadilan Agama Y ogyakarta perkara Nomor 0006/Pdt.G/2010/PA.YK. Bab
ini merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini, yang dimaksudkan untuk
memperoleh jawaban yang kongkrit dari pokok masalah serta mengantarkan

pada bab selanjutnya yaitu kesimpulan.
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Bab kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan

Saran-saran.



BABV

PENUTUP

A. Kesmpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

1. Pertimbangan Mgjelis Hakim terhadap permohonan izin poligami karena
isteri nusyuz perkara Nomor 0006/Pdt.G/2010/PA.Yk, diantaranya adalah
alasan pemohon mengajukan poligami disebabkan termohon tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai isteri diantaranya termohon sering
menolak berhubungan intim, sehingga dikhawatirkan pemohon akan
melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum agama apabila pemohon
tidak melakukan poligami. alasan tersebut telah diakui dan dibenarkan
olen termohon dengan aasan termohon capek. Alasan permohonan
poligami yang dikemukakan pemohon tersebut dapat dibenarkan dan
telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974. Selain pertimbangan di atas, Hakim juga
mempertimbangkan tentang kemaslahatan dan kemadaratan yang akan
timbul. Karena isteri sering menolak digjak suami berhubungan badan,
maka Hakim merasa kawatir tindakan isteri ini akan menimbulkan
kemadaratan yang lebih besar yaitu pemohon melakukan perbuatan zina.
Pertimbangan Hakim ini didasarkan pada kaidah fighiyah yaitu:

Lalbad Gila e anie dulddll ¢ o

! Abdul Hamid Hakim, al-Sullam (Jakarta: Sa’ adiyah Putra, t.t.), him. 60.
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Sehingga Hakim menilai akan lebih maslahah dan dapat mencegah
kerusakan yang lebih besar jika memberikan izin poligami kepada
Pemohon.

2. Hukum Islam membenarkan terhadap putusan majelis hakim Pengadilan
Agama Yogyakarta Nomor 0006/Pdt.G/2010/PA.Yk tentang izin
poligami karenaisteri nusyuz.

B. Saran-saran

1. Bagi pemohon dan termohon, perkawinan itu memunculkan hak dan
kewgjiban sesual peran masing-masing. Untuk mencapai  kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, maka hak dan

kewajiban suami-isteri harus dipenuhi dengan baik.
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